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YOGYA (KR) - Walikota
Yogyakarta Haryadi Suyuti
akhirnya angkat bicara
menyangkut hawahannya
yang tersandung korupsi.
Dalam waktu dekat, Pega-
wai Negeri Sipil (PNS) di
lingkungan Pemkot yang
dinyatakan sebagai tersang-
ka korupsi akan dinonak-

SEPEKAN KAJI REGULASI

Walikota Ancam Nonaktifkan PNS Korupsi

mi kaji sekarang,” ungleap-
nya, Jumat (23/1).

Perkara dugaan korupsi
yang terbaru menyeret staf
Dinas Perindustrian Perda-
gangan Koperasi dan Perta-
nian  (Disperindagkoptan)
terkait dana hibah Pember-
dayaan Ekonomi Wilayah
(PEW). Sebelumnya peng-

gawaian, unsur kehati-ha-
tian tetap diterapkan se-
belum mengambil keputus-
an penonaktifan PNS ter-
sangka korupsi. Kendati
saat ini bawahannya yang
terjerat dugaan korupsi
masih bekerja seperti biasa
namun tetap dalam pen-
gawasannya. "Kami terus

Sementara Koordinator
Forum Pemantau Indepen-
den (Forpi) Kota Yogyakarta
Winarta Hadiwivono men-
dukung langkah Walikota
yang akan menonaktifkan
PNS tersangka korupsi.
Kebijakan tersebut diharap-
kan mampu menjadi shock
therapy bagi jajaran pegawai

tifkean. adaan pergola di Badan monitor. Bahkan Inspektora ili
G B : ; ; t dilingkungan Pemkot agar
terI“]I:a::yadl memla:_, regulasi ngku:ngan Hidup (BLH), dan Sekda juga ikut memo- menghindari tindakan serta
ait p;am:r‘uakhfan PNS  kemudian l?engadaan alat  nitor pegawai yang diduga perilaku korupsi. "Seluruh
yang mgn;ad; te:rsmgka Im kesehatan dl RS Jogja serta  korupsi itu,” imbuhnya. pegawai saat pengambilan
qupsl itu tengah dikaji. hon_orl egeniman di Dinas Kendati demikian, Har- sumpah jabatan juga sudah
1ta;§:tﬁn dalam \:'Elktl.l Paf-xwmata dan Kebudayaan  yadi berharap agar hak-hak  menandatan gani pakta in-
:'EP'E % depan, kebijakan (Disparbud). Sebagian yang  hukum tersangka tetap di- tegritas. Sumpah itu jangan
“;1;5& ut :kan iltfntukan. d:t.etapka{: sebagai tersang-  hormati. Hal itu semata gu-  hanva di lisan atau tulisan
Hnggu epan E.]lau_s&le— ka korupsi berstatus PNS, na menjunjung tinggi asas  saja, tapi harus benar-benar
sal. Sebelum dinonaktifkan Haryadi menjelaskan, se-  praduga tak bersalah dalam  diaplikasikan” terangnya.
kan perlu dasar. Ituyang ka-  laku pejabat pembina kepe-  proses hukum. (Dhi)-k
——
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